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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  37  TAHUN 2010 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus 
diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan 
dan penetapan APBD. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 
Pasal 2 

(1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, meliputi: 
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a. tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011; 
b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD; 
c. teknis penyusunan APBD;  
d. hal-hal khusus;  
e. sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD 

Tahun 2011; dan 
f. daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional 

tahun 2011. 
(2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 
Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Juni  2010 
MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
GAMAWAN FAUZI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Juni  2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
  NOMOR :   37  TAHUN  2010 
  TANGGAL :   22 Juni  2010 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 
 
 

I. TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011   
Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan 

secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu 
tercapainya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan maka 
diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, 
sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan 
ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama program 
pembangunan dan anggaran untuk tahun 2011.  

Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan utama 
pembangunan nasional tahun 2011 secara adil dan merata, maka 
keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang pro poor, 
pro job dan pro growth perlu terus ditingkatkan, dengan memperhatikan 
kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) dan justice for all. 
Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan 
persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas 
program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan 
pembangunan nasional. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan 
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, antara 
lain: 
1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka tantangan utama 
pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi pada tahun 2011, yaitu : 
(a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu 
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